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Sumber gambar:
https://wasaka.kalselprov.go.id/kpk-pemprov-kalsel-gelar-rapat-koordinasi-penataan-perizinan-sektor-

tambang/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat koordinasi
penataan perizinan sektor tambang di provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud dalam
menata perizinan sektor tambang khususnya Mineral abukan Logam dan Batuan (MBLB)
di Kalimantan Selatan.

Dalam pembukaan itu, Pimpinan KPK Alexander Marwata menyampaikan, hutan
maupun tambang untuk kawasan Kalimantan menjadi sumber penerimaan terbesar baik
APBD baik dari retribusi maupun pajak. Terkait eksploitasi sumber daya alam tidak bisa
lepas dengan kelestarian lingkungan.

“Sangat erat hubungannya antara kelestarian lingkungan maupun untuk
kemanfaatan ekonomi. Ini pilihan bagi daerah-daerah mau mengekploitasi atau mau
melestarikan hutan untuk anak cucu kita. Ini harus menjadi kepentingan kita bersama,”
ungkap Alexander Mawarta.

la menerangkan, semua lapisan masyarakat menyadari bahwa sektor
pertambangan memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian kalimantan
selatan. sektor ini telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah,
menyumbang kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto, membuka
lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya.
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Lanjut, di sisi lain pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan juga
memerlukan perhatian khusus. Meskipun sering dianggap sebagai tambang skala kecil,
dampak kumulatifnya terhadap lingkungan dan sosial tidak bisa diabaikan, ini semua
perlu strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonominya sembari
meminimalisir risiko yang muncul.

Pihaknya mengatakan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus dalam
penataan sektor pertambangan, khususnya MBLB di Kalimantan Selatan.

“Pertama, Pemprov Kalsel akan segera mengintegrasikan data perizinan serta
proses perizinan mblb dengan pemerintah kabupaten/kota. kedua, kami akan melakukan
penyempurnaan regulasi pertambangan MBLB dengan SOP. Ketiga, kami perlu segera
menyusun rencana aksi berisi langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan yang konkret,
komprehensif, dan terukur. Dan ke empat, seluruh pelaku usaha yang melakukan aktivitas
eksploitasi penambangan mblb wajib memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Selama pelaksanaan rakor ini, Roy mengajak kepada seluruh peserta untuk
berdiskusi secara terbuka dan konstruktif demi kemajuan Kalimantan Selatan.

Dirinya pun berharap, hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah
konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalimantan selatan, sekaligus
menjaga kelestarian lingkungan kita

“Melalui forum ini, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya
pro-investasi, tetapi juga pro-lingkungan dan pro-rakyat,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. https://wasaka.kalselprov.go.id/kpk-pemprov-kalsel-gelar-rapat-koordinasi-
penataan-perizinan-sektor-tambang/, 29 Juni 2024.

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/06/27/tata-perizinan-sektor-tambang-
kalsel-melalui-rapat-koordinasi-perizinan-tambang/, 27 Juni 2024.

Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
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Produksi atau IUPK Operasi Produksi.! IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.® Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi

wajib:®

! Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
2 |bid, Pasal 1 ayat (7)

3 lbid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

% bid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

5 lbid, Pasal 100 Ayat 1

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1
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a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

o ®

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

o

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

o

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral berasal dari penerimaan:
a. pemanfaatan sumber daya alam;
b. pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral,
C. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
d. denda administratif; dan
e. penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.
Pasal 2
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
kecuali huruf c, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, berupa:

% Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 4



a. bagian pemerintah pusat sebesar 4oh (empat persen) dari keuntungan bersih
pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus
sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara;

b. asa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan

dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain;
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